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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud

dengan:

1.

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang
terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan,
keselamatan dan keamanan, serta pelindungan
lingkungan maritim.

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia
beserta perairan kepulauan dan perairan
pedalamannya.

Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut
dan/atau memindahkan penumpang dan/atau
barang dengan menggunakan kapal.

Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan
untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam
menunjang usaha pokoknya.

Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan
angkutan dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan
lainnya.

Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang
bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang
Pelayaran.

Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan
di dalam surat izin usaha suatu perusahaan.
Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan
untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan
ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang
dan/atau barang, keselamatan dan keamanan

berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau
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11.
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antarmoda serta mendorong perekonomian
nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan
tata ruang wilayah.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu
sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai
tempat kapal bersandar, naik turun penumpang,
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal
dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra-dan/atau
antarmoda transportasi.

Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam
negeri dan internasional, alih muat angkutan laut
dalam negeri dan internasional dalam jumlah
besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan
dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang
fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut
dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam
negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai
tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang,
serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan
pelayanan antarprovinsi.

Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang
fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut
dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam
negeri dalam jumlah terbatas, merupakan
pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan
Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan
penumpang dan/atau barang, serta angkutan
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan

dalam provinsi.
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Terminal adalah Fasilitas Pelabuhan yang terdiri
atas kolam sandar dan tempat Kapal bersandar
atau tambat, tempat penumpukan, tempat
menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau
tempat bongkar muat barang.

Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di
luar daerah lingkungan kerja dan daerah
lingkungan kepentingan Pelabuhan yang
merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk
melayani kepentingan sendiri sesuai dengan
Usaha Pokoknya.

Terminal wuntuk Kepentingan Sendiri adalah
Terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan
kerja dan daerah lingkungan kepentingan
Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan
untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan
Usaha Pokoknya.

Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya
disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan
pada Pelabuhan atau Terminal Khusus yang
digunakan secara langsung untuk kegiatan
Pelabuhan.

Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya
disebut DLKp adalah perairan di sekeliling DLKr
perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk
menjamin keselamatan Pelayaran.

Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan
ruang Pelabuhan berupa peruntukan rencana tata
guna tanah dan perairan di DLKr dan DLKp
Pelabuhan.

Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di
Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan
fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
kegiatan Kepelabuhanan yang diusahakan secara
komersial.

Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga

pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang
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melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian,
pengawasan  kegiatan  Kepelabuhanan, dan
pemberian pelayanan jasa Kepelabuhanan untuk
Pelabuhan yang belum diusahakan secara
komersial.

Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara
Pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk
melakukan  kegiatan penyediaan dan/atau
pelayanan jasa Kepelabuhanan tertentu dalam
jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang
kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan
Terminal dan Fasilitas Pelabuhan lainnya.

Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan
dermaga yang digunakan untuk kepentingan
operasional sandar dan olah gerak kapal.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang.

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah
suatu keadaan terpenuhinya persyaratan
keselamatan dan keamanan yang menyangkut
Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan, dan
lingkungan maritim.

Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang
memenuhi  persyaratan  keselamatan  kapal,
pencegahan pencemaran perairan dari kapal,
pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan
awak kapal dan kesehatan penumpang, status
hukum kapal, manajemen keselamatan dan
pencegahan  pencemaran dari kapal, dan
manajemen keamanan kapal untuk berlayar di
perairan tertentu.

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang
memenuhi persyaratan material, konstruksi,
bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas,
tata susunan serta perlengkapan termasuk

perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik



